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PROLOG

Masyarakat hukum adat merupakan kajian yang menarik
untuk ditelaah secara mendalam, baik oleh kalangan akademisi
maupun kalangan pengambil kebijakan hingga masyarakat awam
sekalipun. Hal ini menarik untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh
beberapa hal:

Pertama, bahwa pemaknaan masyarakat hukum adat
acapkali diartikan sebagai masyarakat yang masih sederhana,
masyarakat yang masih tertinggal, masyarakat yang masih
tertinggal dan hidup di pelosok-pelosok hutan. Konsep ini tetap
dipertahankan untuk membedakannya dengan konsep masyarakat
modern yang cenderung diartikan sebagai masyarakat yang telah
menerima pengaruh modernisasi dengan ciri utama penerimaan,
penggunaan science dan teknologi tinggi. Konsep ini tampaknya
membedakan masyarakat adat dalam bentuk formal. Dalam konsep
ruang dan waktu, masyarakat hukum adat diletakkan dalam waktu
masa lampau. Masyarakat modern diletakkan dalam ruang dan
waktu kekinian. Hal ini dikaitkan adanya penggunaan ilmu dan
teknologi tinggi sejak awal abad XX hingga kini memasuk abad
XX

Masyarakat adat tentunya tindak sekedar dijalankan dalam
gagasan waktu lampau atau kini. Masyarakat adat selayaknya
ditempatkan dalam posisi cara pandang dan konsep berfikir, bukan

dari penampakan fisiknya atau tempat tinggalnya. Masyarakat
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hukum adat yang memiliki karakter berfikir religio magis dan
komunal tentunya diletakkan kepada siapapun yang memiliki cara
dan proses berfikir seperti dua hal tersebut. Ketika seorang
mengenakan jas dan menikmati secangkir kopi di sebuah café
tentunya secara logis kita nyatakan ia bukanlah bagian dari
masyarakat adat. Ketika ia ternyata meyakini bahwa terdapat
konsep-konsep mengenai bala’, meyakini adanya kekuatan-
kekuatan ghaib yang mengendalikan perilakunya, maka ia
sesungguhnya juga bagian dari masyarakat hukum adat. Seorang
yang pernah menempuh pendidikan tinggi di luar negeri sekalipun
tetapi ketika i1a meyakini hal-hal gaib, maka ia adalah bagian dari
masyarakat hukum adat.

Kedua, bahwa sejak munculnya reformasi, muncul gagasan
terhadap perlindungan eksistensi masyarakat hukum adat.
Eksistensi masyarakat hukum adat dicoba untuk dilindungi melalui
beragam perangkat perundangan negara mulai undang-undang
hingga peraturan daerah. Gagasan akan perlindungan ini menarik
untuk ditelaah: apakah konsep perlindungan terhadap eksistensi
masyarakat hukum adat perlu diletakkan dalam ruang-ruang hukum
negara? Pada saat yang sama apakah posisi pemikir dan ahli hukum
memahami ruang dinamika alam berfikir masyarakat hukum adat?
Ruang berfikir etik menempatkan masyarakat hukum adat dalam
sudut pandang peneliti atau sang ahli hukum. Pada posisi ini ia
melihat melalui optik sang peneliti, dimana sang peneliti hukum
atau ahli hukum melihatnya dengan optic hukum negara. Perlu kini

diletakkan konsep emic dalam melihat posisi masyarakat hukum
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adat untuk mengetahui bagaimana cara pandang, alam berfikir, dan
paradigma masyarakat adat terhadap dirinya, lingkungannya serta
pemaknaan-pemaknaan hukumnya. Hal ini penting untuk dilakukan
agar tidak terjadi kesalahan dalam proses-proses untuk melindungi
eksistensi masyarakat hukum adat.

Berdasarkan hal tersebut maka beberapa peneliti dalam
buku ini mencoba untuk menelaah konstruksi masyarakat hukum
adat di berbagai tempat di Indonesia, seperti: Bali dan Sumatera
Barat. Dua tempat ini menjadi fokus kajian dalam penelitian ini
mengingat kedua tempat tersebut merupakan sebuah teritori
diterapkannya hukum adat. Dalam kajian pertama buku ini, peneliti
Novianto Murti  Hantoro mengkaji  “Penetapan  Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Pengakuan Negara dan
Implikasinya”. Kajian mengenai penetapan kesatuan Masyarakat
Hukum Adat diletakkan untuk menguak bagaimana proses-proses
negara untuk mengakui eksistensi masyarakat hukum adat.

Menurut peneliti bahwa Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan
konstitusional, Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Dengan demikian, dapat dikatakan ada 4 (empat) syarat yang harus
dipenuhi oleh kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat diakui,

yaitu: (1) masyarakat hukum adat itu masih hidup, (2) sesuai

Xi
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dengan perkembangan masyarakat, (3) sesuai pula dengan prinsip
negara kesatuan RI, dan (4) diatur dengan undang-undang.

Masyarakat hukum adat diakui menurut konstitusi UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara meminta syarat
kepada masyarakat hukum adat diakui secara hukum: bahwa
masyarakat hukum adat masih hidup. Masyarakat hukum adat
sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dengan Undang-
undang. Syarat keempat ini menarik dikaji: masyarakat hukum adat
perlu diatur oleh undang-undang. Tentunya tidak hanya diletakkan
dalam  undang-undang tetapi  hingga peraturan  daerah
kabupaten/kota. Akankah hukum adat ketika diletakkan dalam
hukum negara seperti undang-undang atau perda akan juga hilang
pengakuan itu ketika undang-undang atau perda tersebut
dinyatakan secara hukum tidak berlaku lagi?

Menurut Soetandyo keempat syarat itu mengisyaratkan
bahwa kepentingan negara, yang diidentifikasi pula sebagai
kepentingan nasional yang harus dijaga oleh kekuasaan nasional
yang sentral, tetaplah harus didahulukan. Menurut Soetandyo, hal
ini juga berarti dapat ditafsirkan bahwa ‘pengakuan’ harus dimohon
oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri. Permohonan
seperti itu akan berkonsekuensi pada ditimpakannya beban
pembuktian akan masih eksisnya masyarakat hukum adat itu
kepada warga masyarakat hukum adat. Sementara, kebijakan untuk
mengakui atau tidak mengakui akan berada di tangan para pejabat

nasional yang berposisi di pusat kekuasaan secara sepihak.

xii
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Dalam bagian kedua, peneliti Trias Palupi Kurnianingrum
mengkaji “Bentuk Penghormatan Dan Pelindungan Hak-Hak
Tradisional Masyarakat Hukum Adat”. Dalam bagian kedua ini
peneliti  mencoba  menelaah  bagaimana  bentuk-bentuk
penghormatan dan perlindungan negara terhadap hak-hak
tradisional masyarakat hukum adat.

Peneliti menjelaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat
Minangkabau (Nagari) sebagai bagian dari Republik Indonesia
secara hukum telah diakui keberadaannya. Lahirnya Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Nagari (Perda Nagari), Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang Nagari, dan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008
tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menjadi jawaban atas
peran negara untuk menghormati serta melindungi keberadaan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Di dalam
Perda Nagari telah ditetapkan mengenai wilayah nagari,
pembentukan nagari, penyelenggaraan pemerintahan nagari dan
juga mengenai perlindungan masyarakat adat nagari itu sendiri.
Perda Nagari juga memuat identifikasi dan inventarisasi terhadap
harta kekayaan nagari dan ulayat nagari yang menjadi obyek dari
hak ulayat.

Hal sama juga berlaku untuk masyarakat hukum adat Bali
melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang
Desa Pakraman (Perda Desa Pakraman), yang menyebutkan desa

pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali

xiii
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yang mempunyai kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup
masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan
kahyangan tiga yang mempunyai wilayah tertentu dan harta
kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
Dalam mekanisme kehidupan desa pakraman, masyarakat hukum
adat memiliki hak untuk memilih pimpinan adat, mengikuti rapat
(sangkep atau pareum), berhak ikut serta dalam pemerintahan desa
pakraman dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat
Minangkabau dan Bali telah cukup terlindungi. Namun sayangnya,
pengakuan atas penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum
adat masih terkesan setengah hati. Negara dirasakan masih belum
sepenuhnya memberikan penghormatan dan perlindungan atas
keberadaan masyarakat hukum adat beserta  hak-hak
tradisionalnya.

Peneliti menjelaskan bahwa dia dua daerah tersebut telah
terdapat peraturan daerah yang mencoba memberikan perlindungan
hukum terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di daerahnya
masing-masing. Peneliti juga berpendapat bahwa perlindungan
yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat hukum adat
khususnya hak-hak tradisional yang berada di daerahnya belumlah
optimal. Walaupun belum optimal akan tetapi peneliti menjelaskan
bahwa terdapat pengakuan bagi masyarakat hukum adat dengan
menggunakan perangkat hukum yang berlaku untuk menjalankan

pemerintahan adatnya.

Xiv
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Bagian ketiga buku ini mencoba untuk menguak proses-
proses penyelesaian sengketa yang dialami oleh masyarakat hukum
adat. Peneliti Denico Dolly menjelaskan bahwa pada saat terjadi
sengketa antara masyarakat hukum adat, pada dasarnya ada dua
hukum yang berlaku dalam sengketa tersebut. Adapun hukum yang
berlaku yaitu hukum nasional dan hukum adat. Dalam hukum
nasional yang berlaku hukum perdata dan hukum pidana apabila
terjadi tindak pidana. Sedangkan hukum lain yang berlaku yaitu
hukum adat, apabila sengketa tersebut menyangkut hukum adat.
Pada dasarnya hukum adat berlaku bagi masyarakat hukum adat
yang mengakui adat tersebut, akan tetapi apabila ada orang yang
bukan berasal dari masyarakat hukum adat dan memasuki wilayah
dari masyarakat hukum adat itu, maka wajib untuk tunduk kepada
hukum adat yang berlaku. Pemberlakuan atau penundukan terhadap
hukum adat kepada orang yang berada di luar kesatuan masyarakat
hukum adat ini ditujukkan untuk menghormati dan menjunjung
tinggi hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum
adat. Oleh karena itu, setiap orang wajib untuk menghormati
masyarakat hukum adat dan hukum adat yang berlaku di wilayah
masyarakat hukum adat tersebut.

Menarik pada bagian ini karena peneliti mencoba menelaah
sengketa adat yang dialami oleh masyarakat hukum adat. Sengketa
pada masyarakat hukum adat tentunya memiliki karakter tertentu
sesuai dengan budaya yang melingkupinya. Sengketa-sengketa
yang terjadi pada masyarakat hukum adat umumnya berkait dengan

penguasaan sumber daya alam. Sumber daya alam bagi masyarakat

XV
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hukum adat diartikan tidak saja sebagai tempat atau area yang
bernilai ekonomi, melainkan mereka memahami bahwa sumber
daya alam juga memiliki arti religio magis. Mereka memandang
bahwa sebuah lokasi sumber daya alam, seperti: hutan, danau,
bahkan laut sebagai tempat bersemayam leluhur-leuhur masyarakat
hukum adat. Masyarakat acapkali menjadikan tempat-tempat
sumber daya alam sebagai tempat yang magis sehingga ketika
terdapat proses-proses eksploitasi sumber daya alam oleh
perusahaan besar, maka potensi sengketa akan mudah muncul ke
permukaan.

Pada bagian keempat buku ini, peneliti Monika Suharyati
menjelaskan mengenai pemberian dana desa yang bersumber dari
anggaran pendapatan belanja negara. Peneliti mencoba menguak
desa adat di Indonesia. Menurut peneliti dijelaskan bahwa saat ini
paling tidak terdapat dua provinsi yang memiliki desa dan desa adat
dalam wilayahnya, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi
Bali. Di kedua provinsi ini terdapat desa dinas dan desa adat yang
keberadaannya diakui dan dihormati dalam peraturan daerah
masing-masing provinsi. Apabila dikaitkan dengan hak desa adat
untuk menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN maka
keharusan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
untuk memilih salah satu jenis desa dalam satu wilayah merugikan
desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang
masih hidup di kedua provinsi tersebut.

Peneliti melihat bahwa pemberian bantuan dana APBN bagi

desa adat bukanlah hal yang sederhana dan mudah, melainkan juga
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acapkali menimbulkan persoalan. Di dalam Pemerintahan Nagari,
terdapat badan musyawarah yang didalamnya terdapat ninik
mamak, pemangku adat di nagari adat Minangkabau. Menurut salah
seorang ninik mamak dari 13 ninik mamak di Suku Sikumbang, di
Nagari Lubuk Gadang Utara, Solok Selatan, apabila UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa ini diberlakukan maka akan merugikan
Ninik Mamak mulai dari Aceh sampai dengan Jambi akibat
penyebutan “desa” ini maka pada saat dana dari pemerintah untuk
pembangunan desa jatuhnya hanya kepada nagari yang besar
nilainya sama dengan satu desa di provinsi lain yang tidak
mempunyai nagari seperti Jawa. Lebih lanjut menurut ninik mamak
tersebut, nagari yang terdiri dari beberapa desa akan mengalami
kerugian. Kalau satu nagari ada 10 desa seharusnya nagari
menerima dana 10 kali lipat untuk dibagi ke-10 desa, tapi faktanya
nagari hanya menerima dana untuk satu desa. Ini artinya
pemerintah menganggap wilayah satu nagari sama dengan satu
desa.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya akan
menyejahterakan masyarakat secara fisik, namun meracuni adat
istiadat yang sudah dibangun lama. Hal lain yaitu terkait tumpah
tindah aturan, peran, tugas dan fungsi antara desa adat dengan desa
dinas. Karena sangat rancu mengubah struktur yang terbentuk
ratusan tahun, yang berfungsi sebagai pemelihara budaya, adat dan
tradisi. Ada pilihan yang harus diambil. Memilih desa dinas
dikhawatirkan desa adat akan semakin terabaikan, sementara kalau

memilih desa adat, desa dinas atau kelurahan harus melebur dan
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menjadi beban baru urusan administrasi, kependudukan, dan
pembangunan.

Pada bagian kelima buku ini, peneliti Sulasi Rongiyati
menjelaskan  mengenai  peran pemerintah daerah dalam
pemberdayaan ekonomi masyarakat hukum adat. peneliti
menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan kunci dari
pelaksanaan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak
masyarakat hukum adat. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki
peran penting dalam melibatkan masyarakat hukum adat dalam
pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Pembangunan daerah
yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat hukum adat
menjadi ujung tombak bagi penerapan hak-hak masyarakat hukum
adat yang secara yuridis telah mendapat pengakuan dalam
konstitusi. Peraturan Daerah merupakan instrument aturan yang
secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Perda menjadi dasar
hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan
Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Peneliti melihat bahwa negara perlu melakukan proses-
proses pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat. Dalam
keadaan ini menarik untuk ditelaah karena peneliti melihat
perlunya penghormatan atas independensi masyarakat hukum adat.
Peneliti melihat diperlukannya regulasi dan aturan-aturan hukum
untuk memberdayakan masyarakat hukum adat. Beragam peraturan
perundangan mulai Konstitusi hingga peraturan perundangan,

seperti: UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.5 Tahun

XViii

daftar isi.indd 18 23/12/2016 14:06:38



1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan UU No.6
Tahun 2014 tentang Desa, sudah memberikan ruang pengaturan
pemberdayaan  masyarakat hukum adat, namun dalam
implementasinya memerlukan peran pemerintah daerah agar

pemberdayaan dimaksud dapat diwujudkan.

Editor
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EPILOG

Hukum adat selalu menarik untuk dikaji, pemaknaan-
pemaknaan hukum adat dalam ruang wacana akademik memberikan
hakikat hukum adat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat
dan dalam bentuknya yang tidak tertulis. Ontologi hukum adat
sebagai hukum yang hidup atau the living law memberikan makna
bahwa keberlakukan hukum adat tidak dipengaruhi oleh aktivitas
negara. la tetap berjalan di tengah masyarakat walau negara tidak
memberlakukan sebuah peraturan yang berupaya untuk melindungi
hukum adat. Ia berjalan dengan kekuatan dan kewibawaanya sendiri,
karena ia juga sangat dipengaruhi oleh nilai religio magis ajaran
agama. Hakikat bahwa hukum adat berada dalam bentuknya yang
tidak tertulis juga perlu dikritisi secara mendalam. Apakah selalu
bahwa hukum adat berada dalam bentuknya yang tidak tertulis?
Beberapa peraturan hukum adat di Bali dalam bentuk awig-awig
menegaskan bahwa hukum adat tidaklah selalu berada dalam
bentuknya yang tidak tertulis. Kesan tidak tertulis lalu dimaknai
bahwa hukum adat tidak memiliki unsur kepastian hukum.

Hukum adat dalam bentuknya selalu mendapatkan unsur-
unsur nilai agama. Konstruksi religio magis menjadi logis untuk
menjelaskan relasi hukum adat dan hukum-hukum agama. Gagasan
atas nilai-nilai Ketuhanan tidak pernah hilang dari dimensi ruang
fikir masyarakat hukum adat, karena nilai religio magis selalu
menempati ruang-ruang yang baru. Pada masa lalu gagasan
Ketuhanan diwujudkan dalam penyembahan akan benda-benda.

Proses perubahan masyarakat yang menempatkan manusia dari
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alam metafisik menuju masyarakat logika dalam mazhab positivisme
tidak menghapus nilai religio magis. Ketika konsep dan gagasan
modernitas melingkupi peradaban manusia, tidak serta merta nilai-
nilai religio magis menghilang dari ufuk peradaban manusia. Ia terus
melingkupi dimensi ruang fikir manusia, beserta gerak dinamisnya.
Masyarakat modern yang terbentuk akibat gerak peradaban masih
tetap meyakini akan eksistensi gagasan Ketuhanan. Religio magis
diyakini merupakan mesin-mesin yang menggerakkan nilai-nilai
kemanusiaan dan dengannya ia menjadi manusia. Ia turun
mengendap dalam alam sadar manusia karena berasal dari Tuhan itu
sendiri.

Nilai religio magis dalam hukum adat terus melingkupi
ruang fikir dan gerak manusia termasuk di dalamnya adalah
masyarakat hukum adat. Masyarakat yang meyakini sebagai
masyarakat modern pada hakikatnya juga masyarakat hukum adat
karena ia meyakini kekuatan religio magis sebagai karakter utama
hukum adat. Maka di sini friksi antara masyarakat modern sebagai
kelompok sosial yang terpisah dari masyarakat hukum adat yang
secara mitos diletakkan dalam dimensi masa lalu menjadi kabur.
Masyarakat modern yang sudah tidak ingin disebut dirinya sebagai
masyarakat hukum adat terancam kehilangan nilai-nilai
kemanusiaannya ketika ia mengaburkan bahkan menghilangkan nilai
religio magis dalam dirinya. [a berupaya menghapusnya akan tetapi
peradaban sejarah manusia membuktikan bahwa ia tak bisa lepas
dari dimensi nilai religio magis dan bahkan nilai komunal.

Manusia menjadi semakin sempurna ketika ia hidup

bersama dengan orang lain. Di sinilah gagasan hidup bersama untuk
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saling interaksi, saling komunikasi, memberikan bantuan kepada
orang lain yang membutuhkan menunjukkan sifat-sifat manusia
sebagai makhluk yang bertuhan. Nilai utama yang terkandung dalam
hukum adat yaitu religio magis dan komunal terbawa terus hingga
manusia menapak tangga-tangga peradaban modern. Konstruksi
masyarakat modern rupanya tetap dipenuhi oleh dua nilai hukum
adat: religio magis dan komunal. Kedua nilai melingkupi setiap ruang
gerak dinamis, membentuk sikap, perilaku, dan pola fikir manusia
modern. Kini kita kembali mempertanyakan hakikat modernitas itu
sendiri ketika dua nilai itu ternyata masih tetap melingkupi
peradaban manusia modern.

Bangsa Indonesia yang pernah dikhawatirkan terbelah
bahkan terpecah menjadi banyak negara kecil akibat arus gerak
dinamis perubahan sosial, masih mampu mempertahankan dirinya
sebagai sebuah bangsa yang menegara hingga kini. Disadari atau
tidak kita masih mampu karena meyakini adanya dua kekuatan yang
melingkupi manusia Indonesia dalam langkah dan fikirnya: Nilai
religio magis yang bersumber dari nilai Ketuhanan dan Nilai
Komunal yang bersumber dari semangat menjalin kebersamaan
sosial menjadikan bangsa Indonesia masih tegak berdiri. Sejarah
membuktikan bahwa gagasan komunisme yang dicoba pernah
ditanamkan dengan mengaburkan nilai ketuhanan justru tidak
menghargai nilai kemanusiaan. Mengakui keberadaan Tuhan dalam
ruang fikir, tentunya juga secara bersama mengakui keberadaan
manusia lainnya sebagai sesama makhluk Tuhan. Inilah
kesempurnaan bagi bangsa Indonesia yang meletakkan fondasi

falsafah Pancasila dalam kehidupan berbangsa.
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Secara epistemologis, negara mencoba menggunakan
metode-metode hukum untuk mengakui keberadaan hukum adat.
Hukum adat yang bercirikan dua karakter utamanya yaitu religio
magis dan komunal dicoba untuk dihormati dengan cara
meletakkannya dalam sebuah peraturan perundangan. Undang-
undang sebagai bentuk dari hukum negara (state law) mencoba
untuk memberikan langkah perlindungan hukum terhadap eksistensi
masyarakat beserta hukum adatnya. Di sinilah terjadi dialog akibat
pertemuan dua hukum: hukum adat sebagai hukum rakyat (folk
law/indigenous law) yang hidup dan hukum negara dengan kekuatan
memaksa dan mengaturnya. Negara mencoba untuk melindungi
hukum adat, karena negara berupaya untuk melindungi nilai-nilai
keadaban manusia. Negara secara etik bergerak dengan kekuasaan
(power) dan kekuatan (force) untuk melindungi warganya, di sinilah
masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari bangsa dan
negara tidak diganggu, dan bahkan dihormati dengan segala
konstruksi nilai-nilai keadabannya. Ini menjadi tugas etis negara dan
menyadari mengapa Republik Indonesia didirikan: menciptakan
rakyat yang sejahtera.

Negara dengan alat kelengkapannya baik berupa struktur
hukum maupun substansi hukumnya memberikan ruang-ruang bagi
proses-proses penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh setiap
warga negaranya. Pengadilan negara harus mampu mendistribusikan
keadilan melalui hukum-hukum negara yang ia bentuk dan
berlakukan. Pada titik ini negara juga harus mampu memberikan
ruang yang cukup bagi warga negaranya untuk menyelesaikan

sengketa yang dihadapi dengan pilihan lain selain hukum negara. Di
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sinilah konsep keragaman kebhinnekaan hukum perlu diciptakan.
Negara harus mampu menciptakan ruang-ruang keadilan melalui
pengakuan atas eksistensi hukum adat.

Pengakuan terhadap pluralisme hukum mendudukkan
hukum adat sebagai sebuah sarana untuk menyelesaikan sengketa
yang dihadapi oleh warga negaranya. Pengakuan ini dalam upaya
memenuhi rasa keadilan. Pada tahap ini, maka hukum adat
ditempatkan sebagai sebuah sarana untuk mendukung negara dalam
upayanya mendistribusikan keadilan. Hukum adat ditempatkan
sebagai sarana-sarana pencapaian keadilan hukum ketika negara
begitu sulit menciptakan ruang keadilan bagi warganya. Di sinilah
negara mengonstruksi dirinya sebagai pengayom bagi warga
negaranya. Metode lain dalam hubungan dualitas negara dan rakyat,
hukum negara dan hukum rakyat adalah pendistribusian
kesejahteraan melalui penciptaan keadilan ekonomi. Negara
memberikan  saluran-saluran  penciptaan dan  pencapaian
kesejahteraan melalui distribusi keuangan negara Kkepada
masyarakat hukum adat.

Pencapaian kesejahteraan melalui gagasan pemberian dana
desa khususnya desa adat selayaknya tidak menimbulkan gangguan
atas kondisi dinamis masyarakat hukum adat. Dana bantuan harus
diletakkan sebagai sarana penciptaan kesejahteraan ekonomi
masyarakat hukum adat. Tidak boleh sarana distribusi kesejahteraan
melalui bantuan dana desa oleh negara kemudian berubah menjadi
penciptaan sarana korupsi baru di desa-desa adat. Nilai religio magis
dan komunal akan terancam punah secara perlahan ketika bantuan

dana lalu menimbulkan konflik-konflik baru pada desa-desa adat.
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Bantuan dana desa diartikan sebagai penciptaan kesejahteraan bagi
masyarakat hukum adat secara luas dan berkeadilan. Peran
Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi krusial, ini menjadi tugas
yang sangat berat untuk melakukan proses-proses pengawasan
distribusi keadilan melalui distribusi dana desa. Konsep religio magis
dalam paradigma fikir masyarakat hukum adat tidak seyogyanya
berubah menjadi untung rugi secara ekonomis.

Pada sisi aksiologi hukum, terdapat tujuan yang hendak
dicapai oleh negara dengan menempatkan hukum adat sebagai
sarana pencapaian keadilan, yaitu kesejahteraan rakyat. Konsep
kesejahteraan melalui bentuk Negara Kesejahteraan tidak saja dalam
capaian kesejahteraan ekonomi tetapi juga kesejahteraan rasa dan
jiwa bangsanya. Kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya
kesejahteraan ekonomi tidak sekedar pencapaian ukuran ekonomi
semata, melainkan pencapaian keadilan kultural bagi masyarakat
hukum adat. Hukum diarahkan sebagai sarana pencapaian
kesejahteraan tidak saja pencapaian derajat kesejahteraan ekonomi
tetapi juga kesejahteraan lainnya. Pada konsep ini, maka terdapat
capaian yang terukur secara angka-angka ekonomi, akan tetapi juga
terdapat capaian Kkesejahteraan immateri melalui pencapaian

kesejahteraan sosial budaya.

Editor
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